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KEMENHUB. Orta KSOP Khusus Batam.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 93 TAHUN 2018
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi
penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menteri
Perhubungan melalui Otoritas pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan;

bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam mendukung
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat
diselenggarakan pelabuhan tersendiri;

bahwa saat ini Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
didasarkan pada Keputusan Bersama = Menteri
Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor
KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017
tanggal 14 November 2017, sehingga perlu dilakukan
penataan kembali organisasi dan tata kerja kantor

Pelabuhan Batam;
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Mengingat

bahwa untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pelabuhan Batam, Kementerian Perhubungan
telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor
B/229/M.KT.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal
Penataan  Organisasi dan Tata  Kerja  Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
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Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan
dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1439);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KHUSUS BATAM.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus
Batam yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini
disebut KSOP Khusus Batam merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut.

(2) Kantor KSOP Khusus Batam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2
Kantor KSOP Khusus Batam mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan
dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan
di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang
diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi

kewenangannya.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Kantor KSOP Khusus Batam menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian,
penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di

bidang kelaiklautan kapal;
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pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan
kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan
lingkungan maritim di pelabuhan;

pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan
dan keamanan pelayaran;

pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan,
keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi
pemerintahan lainnya untuk pengawasan dan penegakan
hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran;

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal
keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui
pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (port security
committee) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (port
security officer);

pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian
lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan
prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan;

pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan;

pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di
pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur
pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman
yang ditetapkan Menteri;

penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan;

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu
lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat
serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan
angkutan di perairan; dan

pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan

masyarakat; dan



